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Abstract 
This research aims to find out how the service quality on business licence making at the 
Integrated Licensing Bodies and Invetment of Donggala Regency. This was a qualitatif research. 
The informants were determined troungh purposing sampling. The data type was primary and 
secondary. The data were collected throungh observation, interview and documentation. The data 
analysis used was from Miles and Humberman interaktive analysis covering data reduktion, data 
display, and drawing conclusion. Theory used was from Zeithaml, Parasuraman and Berry that 
comprised 5 dimensions, such as: tangibles, reliabillity, responsiveness, assurace and empathy. 
The results reveal that service quality of business licence making at the Integrated Licensing 
Bodies and Investment of Donggala Regency is not maximal yet. First, on tangibles dimension still 
lack of facilities to support the service such as it is neater especially for four wheels vehicles. 
Second, on reliabillity dimension which is inaccuracy in completing the license as the standard 
operational procedure, third on responsiveness dimension there are still officers do not serve 
quickly and responsive on the complaint. 
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Pemerintahan yang baik merupakan 
pemerintahan yang dekat dengan masyarakat 
sehingga dalam memberikan pelayanan harus 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh 
pelayanan publik yang berkualitas dan merata 
menjadi masalah yang urgen dan perlu 
mendapatkan perhatian Negara, hal ini wajar 
karena negara pada dasarnya dibentuk untuk 
melayani kepentingan masyarakat. Oleh 
karena itu, kebijakan Otonomi Daerah dalam 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang perubahan kedua atas Undang-undang 
32 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah 
seyogyanya memberikan otonomi yang luas 
kepada pemerintah daerah untuk mengurus 
dan mengelola berbagai kepentingan 
penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Disamping itu pula pemerintah daerah harus 
mengoptimalkan pembangunan serta 
meningkatkan pelayanan publik yang 
berorentasi kepada kepentingan masyarakat. 
Salah satu bentuk semangat otonomi daerah 
dalam melaksanakan sistem pelayanan publik 
dengan menerbitkan regulasi, misalnya 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 
menjelaskan sebagai berikut: 
“Pelayanan publik adalah rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga 
Negara dan penduduk atas barang jasa, 
dan/atau pelayanan administrasi yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik.  
Kemudian lembaga yang mengawal 
terwujudnya pelayanan publik yaitu 
Ombudsman yang diatur oleh Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 
Tentang Ombudsman, dengan tujuan 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat.  
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Kualitas pelayanan (service quality) 
yang diberikan oleh Aparatur kepada 
masyarakat apabila sama dengan harapan 
masyarakat akan memberikan kepuasan 
kepada masyarakat. Akan tetapi, apabila 
kualitas pelayanan yang diberikan aparatur 
tidak sesuai dengan harapan masyarakat maka 
masyarakat akan merasa kecewa atas 
pelayanan tersebut. Sehingga jaminan kualitas 
pelayanan menjadi prioritas utama bagi 
aparatur, yang saat ini dijadikan sebagai tolak 
ukur untuk menilai kepuasan masyarakat atas 
pelayanan yang diberikan. Oleh sebab itu, 
kualitas pelayanan sangat tergantung pada 
berbagai aspek, yaitu pola 
penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan 
sumber daya manusia (Aparatnya), dan 
kelembagaan (Pemerintah).  
Salah satu satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD) yang ada di Kabupaten Donggala di 
bentuk berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2013 
tentang perubahan atas peraturan Daerah 
Kabupaten Donggala Nomor  9 Tahun 2010 
tentang pembentukan organisasi dan tata kerja 
lembaga lain bagian dari perangkat daerah 
Kabupaten Donggala yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal 
pelayanan perizinan dan non perizinan yang 
diberikan tugas membantu menjalankan 
regulasi yang ditetapkan oleh Bupati. Dalam 
pelaksanaan pelayanan perizinan, juga dituntut 
untuk memberikan pelayanan publik yang 
lebih baik kepada masyarakat, termaksud 
pelayanan perizinan SIUP.  
SIUP merupakan salah satu jenis izin yang 
dibutuhkan oleh kalangan perdagangan, 
termaksud sektor usaha kecil, dan menengah, 
sehingga semangat pemerintah Kabupaten 
Donggala mengeluarkan Peraturan Bupati 
Donggala Nomor 115 Tahun 2016 atas 
perubahan peraturan Bupati Donggala Nomor 
7 Tahun 2011 tentang pendelegasian 
wewenang Penyelenggaraan dan 
penandatanganan perizinan dan nonperizinan 
kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Donggala  secara satu pintu adalah seluruh 
pelayanan untuk semua jenis perizinan yang 
meliputi izin baru, izin perluasan, izin 
pengembangan, dan izin perubahan serta non 
perizinan yang menjadi kewenangan daerah 
berdasarkan peraturan daerah dan atau 
peraturan perundang-undangan lainnya, 
dikecualikan untuk izin Lokasi dan 
Persetujuan Prinsip yang kewenangan 
penandatangananya tetap berada pada Bupati.     
SIUP merupakan legalitas usaha yang 
berfungsi sebagai alat untuk membina, 
mengarahkan, mengawasi dan menerbitkan 
kegiatan usaha di bidang perdagangan menuju 
pelaksanaan tertib usaha. Tujuan dari izin 
usaha perdagangan adalah terlindungnya 
perusahaan yang menjalankan usahanya secara 
jujur dan terbuka, terbinanya dunia usaha dan 
perusahaan, baik perusahaan kecil, menengah 
dan besar, terciptanya iklim usaha yang sehat 
dan tertib, tergalinya sumber pendapatan dan 
mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat 
secara benar dari suatu perusahaan dan 
merupakan sumber informasi resmi untuk 
semua pihak yang berkepentingan mengenai 
identitas dan keterangan lainnya tentang 
perusahaan dan untuk meningkatkan 
pelayanan masyarakat dalam bidang perizinan.  
Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2013 tentang pembentukan 
organisasi, maka semakain jelaslah eksistensi 
BPPT-PM Kabupaten Donggala dalam 
melaksanakan koordinasi dan 
menyelenggarakan pelayanan administrasi 
perizinan bidang penanaman modal secara 
terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan 
kepastian. Adapun jumlah perizinan yang 
menjadi wewenang sebanyak 31 jenis, dan 
jenis Non Perizinan sebanyak 3. Perizinan 
SIUP merupakan salah satu bentuk izin yang 
banyak diterbitkan oleh BPPT-PM Kabupaten 
Donggala. Hal ini juga disebabkan karena 
SIUP merupakan syarat yang cukup dasar 
yang harus dimiliki oleh pelaku usaha, baik 
kecil, menengah maupun besar.  




Berdasarkan hasil pengamatan peneliti 
lakukan bahwa masi ditemukannya berbagai 
permasalahan terkait dengan pengurusan izin 
SIUP, tanpa harus mengenyampingkan 
berbagai usaha-usaha positif yang telah 
dilakukan. Menunjukkan bahwa kualitas 
pelayanan SIUP yang diberikan BPPT-PM 
Kabupaten Donggala belum maksimal. 
Berbagai permasalahan tersebut apabila 
dikaitkan dengan teori kualitas pelayanan yang 
dikemukakan oleh Zeithaml-Parasuraman dan 
Berry dalam Pasolong (2007:135), yaitu 
sebagai berikut:  
Pertama Belum maksimalnya pelayanan 
yang diberikan disebabkan oleh aspek 
pendukungnya belum sesuai dengan harapan 
pengurus izin SIUP, seperti tangibles 
(berwujud) berkaitan dengan kurangnya sarana 
pendukung pelayanan dalam hal ini 
ketersediaan komputer di layanan sebanyak 3 
unit,  dan jumlah printer 2 unit, sementara izin 
yang dilimpahkan sebanyak 31 jenis izin dan  
3 jenis non perizinan dan perlu penataan area 
parkir serta petunjuk area parkir yang 
dikhususkan untuk pemohon izin khusunya 
kenderaan roda empat.  
Kedua, dilihat dari masalah reliabillity 
(kehandalan) petugas pelayanan, yang dimiliki 
juga masih menjadi masalah, dimana ketepatan 
waktu penyelesaian perizinan belum sesuai 
dengan penetapan standar operasional 
prosedur (SOP) pelayanan yang menyebutkan 
bahwa jangka waktu pembuatan SIUP paling 
lama 3 hari kerja sejak diterimahnya dokumen 
persyaratan secara lengkap dan benar, hal yang 
menyebabkan keterlambatan tersebut adalah 
kerja pegawai yang kurang jeli serta lambatnya 
konfirmasi yang di sampaikan kepada 
masyarakat untuk segera melengkapi apa yang 
masih menjadi kekurangan dalam memproses 
berkas dari masayarakat/pemohon untuk 
memperoleh SIUP. 
Ketiga, dilihat dari responsiviness (daya 
tanggap) juga peneliti temukan dari hasil 
penelitian bahwa pegawai memberikan 
layanan belum melayani secara cepat dan 
tanggap terhadap keluhan, ini disebabkan 
seringnya petugas layanan datang terlambat 
sehinga pengurus izin menunggu dalam waktu 
yang cukup lama Sementara BPPT-PM 
Kabupaten Donggala telah menampilkan 
waktu pelayanan dengan ketentuan jam kerja 
pelayanan perizinan adalah senin 08.00-15.00 
dan jumat 08.00 -15.30 Wita.   
Berdasarkan uraian pada latar belakang 
disertai dengan fenomena yang telah 
dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian yang lebih mendalam 
dengan mengangkat judul Kualitas Pelayanan 
Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP) Pada Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) 
Kabupaten Donggala.  
Adapun rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana kualitas 
pelayanan pembuatan surat izin usaha 
perdagangan (SIUP) pada Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Donggala. Sedangkan tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui kualitas 
pelayanan pembuatan surat izin usaha 
perdagangan (SIUP) pada Badan Pelayanan 





Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
kualitatif. Menurut Sotari dan Komariah 
(2011:22-25), bahwa penelitian kualitatif dapat 
didesain untuk memberikan sumbangannya 
terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-
masalah sosial dan tindakan. Penelitian 
kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian 
yang mengungkapkan situasi sosial tertentu 
dengan mendiskripsikan kenyataan secara 
benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan 
dengan teknik pengumpulan dan analisis data 
yang relevan yang diperoleh dari situasi yang 
alamiah. Lokasi penelitian yang dilaksanakan 
bertempat di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Donggala.  
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Teknik pengumpulan data merupakan 
langkah yang paling strategis dalam penelitian, 
karena tujuan utama dari penelitian adalah 
mendapatkan data yang sesuai dengan 
kebutuhan peneliti, diantaranya yaitu 
observasi, wawancara, dokumentasi. Informan 
dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu 
terdiri dari pegawai dan masyarakat penerima 
pelayanan. Teknik penarikan informan 
menggunakan Purposive. Menurut Faisal 
(2007:67) Purposive adalah secara sengaja 
memilih informan yang dapat mewakili dan 
dapat memberikan data representative untuk 
digunakan dalam penulisan ini. Sacara teknis, 
informan adalah orang yang dapat 
memberikan penjelasan yang kaya warna, 
detil, dan komprehensif menyangkut apa, 
siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, 
misalnya, satu peristiwa terjadi atau justru 
tidak terjadi. Adapun syarat yang dijadikan 
informan dalam penelitian ini adalah pihak 
yang merasakan pelayanan, pihak yang 
melakukan pelayanan, dan pihak yang terkait 
dengan aspek kebijakan pelayanan. Model 
interaktif dalam analisis data menggunakan 
model Miles dan Huberman dalam Sutopo 
(2002:93), yang terdiri dari pengumpulan data, 
reduksi data (pengurangan data), display data 
(penyajian data), dan penarikan kesimpulan/ 
verifikasi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal (BPPT-PM) Kabupaten 
Donggala dibentuk berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 
2013, yang mana sebelumnya BPPT-PM 
Kabupaten Donggala dinamakan Kantor 
Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten 
Donggala yang mengacu pada Peraturan 
Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari 
Perangkat Daerah Kabupaten Donggala. 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal merupakan unsur 
pendukung tugas pemerintah daerah yang 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah.  
Pada dasarnya surat izin usaha 
perdagangan adalah salah satu jenis izin yang 
diterbitkan oleh BPPT-PM Kabupaten 
Donggala yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan pelayanan publik yang 
berkualitas. Untuk mewujudkan pelayanan izin 
yang berkualitas, maka BPPT-PM Kabupaten 
Donggala mengacuh pada beberapa kebijakan 
diantaranya melalui Peraturan Daerah 
Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Donggala, 
diharapkan mampu memberikan kemudahan-
kemudahan dalam perizinan usaha yang dapat 
meningkatkan minat pelaku usaha untuk 
mengurus izinnya. Peraturan Bupati Donggala  
Nomor 115 Tahun 2016 tentang  perubahan 
Peraturan Bupati Donggala Nomor 7 Tahun 
2011 Tentang Pendelegasian wewenang 
Penyelenggaraan dan Penandatanganan 
Perizinan dan Non Perizinan Kepada BPPT-
PM Kabupaten Donggala kemudian Keputusan 
Bupati Donggala Nomor: 188.45/0302/KPT 
tentang pembebasan biaya Retribusi Baru 
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan 
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan 
Keputusan Kepala BPPT-PM Kabupaten 
Donggala nomor 188.4/582/BPPT-PM/XII/ 
2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan 
pada jenis Pelayanan Surat Izin Usaha 
Perdaganan (SIUP).  Berdasarkan kebijakan 
tersebut, maka BPPT-PM Kabupaten 
Donggala tidak memiliki alasan sedikitpun 
untuk tidak memberikan pelayanan yang 
berkualitas sesuai dengan Visi dan Misi BPPT-
PM Kabupaten Donggala.  
Berdasarkan uraian di atas, maka penting 
bagi aparatur Negara untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan, penelitain ini 
memfokuskan pada pelayanan Surat Izin 
Usaha Perdagangan (SIUP) yang ada BPPT-
PM Kabupaten Donggala dengan mengadopsi 
teori dari Zeithaml-Parasuraman dan Berry 
dalam Pasolong (2007:135) dengan aspek-




aspek sebagai berikut: 1) Tangibles, 2) 
Reliabillity, 3) Responsiveness  4) Assurance, 
5) Empathy. Berkenaan dengan kelima aspek-
aspek tersebut, akan dijelaskan berdasarkan 
dengan hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan, dengan uraian sebagai berikut: 
 
Tangible (Berwujud) 
Suatu pelayanan yang berkualitas dapat 
dinilai dan dilihat oleh masyarakat atau 
pengguna layanan, oleh karena itu aspek 
tangible (berwujud) menjadi penting sebagai 
suatu ukuran terhadap pelayanan karena 
masyarakat akan menggunakan indra 
penglihatan untuk menilai suatu kualitas 
pelayanan. Sarana fasilitas fisik yang baik 
akan mempengaruhi persepsi masyarakat. 
Pada saat yang bersamaan aspek tangible 
(berwujud)  ini juga merupakan salah satu 
sumber yang mempengaruhi harapan 
masyarakat, karena adanya fasilitas fisik 
seperti tampilan gedung, tersedianya area 
parkir, jumlah komputer , printer dan ruang 
pelayanan  tentu akan membangun akseptasi 
masyarakat menjadi lebih tinggi terhadap 
kualitas pelayanan yang diperoleh dari 
penyelenggara pelayanan.  
Gambaran yang didapatkan penulis 
secara keseluruhan bahwa indikator tangibles 
dalam pelayanan pembuatan SIUP di BPPT-
PM Kabupaten Donggala menemukan sarana 
penunjang dalam pengurusan Dokumen 
Perizinan dapat dikatakan belum lengkap 
namun dalam mendukung pelayanan perizinan 
dalam kondisi baik, artinya layak digunakan 
untuk melayani para pelaku usaha, namun 
melihat dari pada kuantitasnya sarana dan 
prasarana dalam pelayanan perizinan masih 
mengalami kekurangan seperti jumlah 
penyediaan komputer dan printer terutama 
dalam menunjang pengurusan dokumen SIUP 
mengingat jumlah perizinan yang dilimpahkan 
sebanyak 31 perizinan dan 3 Non perizinan 
yang diberikan oleh BPPT-PM Kabupaten  
seyogyanya harus memiliki sarana penunjang 
pelayanan yang memadai sehingga pelayanan 
pengurusan dokumen SIUP dapat terlaksana 
dengan baik tanpa terganggu oleh pengurusan 
pelayanan Perizinan lainnya dan area parkir 
yang ada di BPPT-PM Kabupaten Donggala 
perlu ada petunjuk area parkir dikususkan 
untuk pemohon perizinan sehingga tidak ada 
kesulitan untuk melakukan parkir, khususnya 
parkir kenderaan roda empat. Karena menurut 
peneliti, salah bentuk pelayanan yang 
maksimal adalah harus menyediakan dan 
melengkapi sarana dan prasarana yang 
maksimal sesuai jumlah yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. 
Sedangkan terkait dengan gambaran 
yang didapatkan penulis terkait dengan sikap/ 
tampilan pegawai pada Pelayanan Perizinan 
dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, bahwa penampilan pegawai dalam 
memberikan pelayanan sudah sesuai dengan 
apa yang menjadi keinginan masyarakat yaitu 
pemberi pelayanan terlihat rapi dengan 
pakaian yang mereka kenakan. Penampilan 
dan kerapihan merupakan suatu keharusan 
yang tidak tertulis tetapi mutlak harus 
dilaksanakan, khususnya dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat/pemohon. 
Dengan demikian penampilan dalam melayani 
masyarakat harus selalu menjadi perhatian dari 
pimpinan agar setiap pegawai/bawahan  selalu 
memperlihatkan kerapian dan penampilan 
yang menarik dipandang oleh setiap 
pelanggan/masyarakat. 
pelayanan yang baik tidak hanya 
diukur dari seberapa cepat seorang pegawai 
memberikan pelayanan kepada masyarakat/ 
pemohon. Tetapi menurut peneliti, pelayanan 
yang baik adalah pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat yang sesuai dan mengacuh 
pada standar-standar pelayanan, seperti 
berpenampilan menarik, rapi, ramah, cepat, 
tepat, murah dan berkeadilan. 
 
Reliability/Kehandalan 
Reliability merupakan kemampuan untuk 
memberikan pelayanan yang dijanjikan secara 
cermat, sesuai dengan standar, kemampuan 
dan keahlian para aparat/pegawai Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
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Modal (BPPT-PM) Kabupaten Donggala. 
Menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi dan 
Hamdani (2006:182) bahwa kehandalan 
(reliability) yaitu kemampuan pemberi layanan 
untuk memberikan pelayanan sesuai dengan 
apa yang dijanjikan secara akurat dan 
terpercaya. Olehnya itu, pelayanan yang 
diberikan harus sesuai dengan harapan 
masyarakat yang berarti ketepatan waktu, 
pelayanan yang sama untuk semua masyarakat 
tanpa kesalahan dan dengan akurasi yang 
tinggi. Pemenuhan janji dalam pelayanan akan 
mencerminkan kredibilitas pemberi pelayanan. 
Aspek reliability/kehandalan dalam penelitian 
ini ditentukan oleh kemampuan petugas/aparat 
dalam memberikan pelayanan dan keakuratan 
pelayanan sesuai dengan standar operasional 
prosedur (SOP) pelayanan yang jelas. 
Gambaran yang didapatkan penulis 
terkait dengan kemampuan petugas pelayanan 
dalam hal memberikan, pelayanan perizinan 
pada dasarnya sudah mampu secara teknis 
untuk mengoperasikan segala alat bantu 
seperti komputer dan mesin pencetak dokumen 
izin usaha, kepada pemohon/masyarakat 
karena mereka hanya ditugaskan untuk 
melayani para pelaku usaha yang mengurus 
perizinan.   
Selain masalah kemapuan pegawai 
BPPT-PM Kabupaten Donggala dalam 
memberikan pelayanan, selanjutnya gambaran 
yang didapatkan penulis terkait dengan 
keakuratan pelayanan yang diberikan pegawai 
dalam memberikan pelayanan SIUP. 
Keterangan dari beberapa informana 
menyatakan bahwa, Keakuratan waktu yang di 
gunakan dalam menerbitkan SIUP sudah 
dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan 
standar operasional prosedur (SOP) yang ada, 
waktu pengurusan mulai dari melengkapi 
berkas persyaratan sampai pada penerbitan 
SIUP hanya dapat dilaksanakan dalam waktu 
tiga hari, adapun keterlambatan tersebut 
disebabkan oleh kelengkapan berkas oleh 
masyarakat itu sendiri. 
Berdasarkan pernyataan informan diatas 
menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat dilihat dari segi ketepatan 
waktu penyelesaian perizinan belum 
sepenuhnya mengacu kepada Standar 
Operasional Prosedur (SOP). Menurut peneliti 
bahwa SOP yang dijadikan sebagai dasar 
dalam memberikan pelayanan kepada 
pemohon izin usaha perdagangan masih jauh 
dari apa yang diharapkan masyarakat, karena 
masih adanya komplain yang dilakukan oleh 
pemohon karena waktu pengurusan izin yang 
tercantum di SOP, ternyata tidak sesuai 
dengan realita yang terjadi. 
Berdasarkan pernyataan yang di berikan 
oleh beberapa informan tersebut tidak sesuai 
dengan harapan dari pendapat para ahli bahwa 
kemampuan pemberi layanan untuk 
memberikan pelayanan yang sesuai dengan 
apa yang di janjikan secara akurat dan 
terpercaya belum sesuai dengan harapan 
masayarakat. Sesuai dengan hasil yang di 
amati oleh peneliti secara langsung bahwa 
memang benar bahwa pelayanan yang di 
berikan pegawai dalam pembuatan Dokumen 
SIUP belum sesuai dengan standar pelayanan 
yang ada, di karenakan adanya kendala-
kendala tersebut seperti belum lengkapnya 
berkas dari pemohon/pelaku usaha sehingga 
memperlambat proses penerbitannya 
kemudian kerja pegawai yang kurang jeli serta 
lambatnya konfirmasi yang di sampaikan 
kepada masyarakat untuk segera melengkapi 
apa yang masih menjadi kekurangan dalam 
memproses berkas dari masayarakat selaku 
pemohon untuk memperoleh SIUP. Aspek 
kehandalan di lihat dari ketepatan 
pelayanannya dalam hal ini di nilai kurang 
baik karna di lihat dari pernyataan dari 
beberapa informan tersebut dan kenyataan 
yang di amati oleh peneliti secara langsung di 
lapangan. 
 
Responsiveness (Daya Tanggap) 
Responsiviness adalah kesediaan untuk 
membantu pengguna layanan. Hal ini merujuk 
kepada ketanggapan dari petugas pelayanan 
yang akan meningkatkan rasa kenyamanan 
pengguna layanan. Meskipun organisasi publik 




tidak menghadapi masalah dengan 
kekhawatiran akan kehilangan pelanggan akan 
tetapi dalam negara demokrasi, masyarakat 
atau warga negara adalah fokus perhatian dari 
penyelenggaraan pemerintah, sehingga respon 
atau kesigapan pegawai dalam membantu 
masyarakat dan memberikan pelayanan yang  
tanggap menjadi sesuatu yang sangat urgen 
dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik 
yang meliputi kesigapan pegawai dalam 
melayani masyarakat serta penanganan 
keluhan masyarakat.  
Menurut Parasuraman dkk. dalam 
(Lupiyoadi & Hamdani, 2006:182) daya 
tanggap (responsiveness) yaitu suatu kebijakan 
untuk membantu dan memberikan pelayanan 
yang responsif dan tepat kepada masyarakat, 
dengan penyampaian informasi yang sangat 
jelas dan membiarkan masyarakat menunggu 
terlalu lama merupakan persepsi yang negatif 
dalam kualitas pelayanan. 
Pendapat Tjiptono, (2005:121) 
mengatakan bahwa: “Apabila jasa yang 
diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka 
kualitas jasa dipersepsikan baik dan 
memuaskan. Jika jasa yang diterima 
melampaui harapan pelanggan, maka kualitas 
jasa dipersepsikan ideal. Sebaliknya jika jasa 
yang diterima lebih rendah dari pada yang 
diharapkan, maka kualitas jasa dianggap 
buruk.”  
Adapun yang dimaksud Responsiveness 
(daya tanggap) dalam penelitian ini adalah 
membantu pengurus izin baik yang mengurus 
izin SIUP baru ataupun mengurus 
perpanjangan izin SIUP yang mengalami 
kesulitan dan ketanggapan dalam menangani 
keluhan secara cepat di BPPT-PM Kabupaten 
Donggala. 
Keterangan dari beberapa informan baik 
dari pegawai maupun masyarakat penerima 
layanan sama-sama dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kualitas pelayanan pembuatan SIUP  
diliat dari dimensi Responsiveness maka 
disimpulkan bahwa ketanggapan yang dilihat 
dari kesediaan pegawai membantu masyarakat/ 
pelaku usaha untuk mengurus izin usaha 
perdagangan yang mengalami kesulitan 
menunjukkan bahwa pegawai BPPT-PM 
Kabupaten Donggala memiliki respon yang 
cepat, terutama membantu dalam proses 
mekanisme dan cara pengisian formulir surat 
izin usaha perdagangan. 
Pernyataan di atas, menunjukkan bahwa 
ketanggapan yang dilihat dari kesediaan 
pegawai membantu masyarakat/pelaku usaha 
untuk mengurus izin usaha perdagangan yang 
mengalami kesulitan menunjukkan bahwa 
pegawai BPPT-PM Kabupaten Donggala 
memiliki respon yang cepat, terutama 
membantu dalam proses mekanisme dan cara 
pengisian formulir surat izin usaha 
perdagangan. 
Selain melihat kesediaan pegawai 
membantu para pemohon izin usaha 
perdagangan yang mengalami kesulitan 
pelayanan di BPPT-PM Kabupaten Donggala, 
maka selanjutnya dapat dilihat kecepatan dan 
tanggap terhadap keluhan para pemohin izin 
usaha perdagangan. Untuk mengetahui hal 
tersebut, maka dapat dilihat keterangan dari 
beberapa informan baik dari pegawai maupun 
masyarakat penerima layanan sama-sama 
dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terjadi 
pelayanan SIUP yang belum maksimal di 
BPPT-PM Kabupaten Donggala khususnya 
yang berkaitan dengan sikap tanggap terhadap 
keluhan-keluhan masyarakat. Pihak dari 
pelayanan belum merespon secara cepat 
keluhan yang disampaikan oleh masyarakat 
terkait dengan masalah pembuatan SIUP, 
selain itu bahwa pegawai memberi pelayanan 
belum melayani secara cepat dan tanggap 
terhadap keluhan, ini disebabkan seringnya 
petugas layanan datang terlambat sehingga 
masyarakat/pemohon izin SIUP tidak 
menunggu lama.  
Pendapat diatas menunjukkan bahwa 
masih terjadi pelayanan SIUP yang belum 
maksimal di BPPT-PM Kabupaten Donggala 
khususnya yang berkaitan dengan sikap 
tanggap terhadap keluhan-keluhan masyarakat. 
Pihak dari pelayanan belum merespon secara 
cepat keluhan yang disampaikan oleh 
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masyarakat terkait dengan masalah pembuatan 
SIUP. 
Gambaran yang dikemukakan diatas, 
semakin memperjelas tingkat kedisiplinan 
petugas pelayanan rendah dan belum dikelola 
proses pengaduan dengan maksimal sesuai 
dengan prosedur yang ada sehingga 
menghasilkan pelayanan tidak maksimal 




Dimensi assurance (jaminan), mencakup 
pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan 
sifat dapat di percaya yang di miliki oleh jasa 
pemberi layanan. Aspek ini salah satu yang 
paling diharapkan masyarakat. Dalam 
membarikan pelayanan Pegawai yang ramah 
akan menjadi salah satu faktor determinan bagi 
pengguna layanan untuk memberikan 
penilaian yang baik atas pelayanan yang 
disajikan. Hal yang penting lainnya adalah 
pengetahuan dan cara penyampaian penjelasan 
yang disampaikan oleh petugas layanan, 
semakin ramah dan sopan penyampaian 
penjelasan pelayanan maka akan semakin baik 
pula penerimaan pengguna layanan yang 
disajikan. 
Lupiyoadi dan Hamdani, (2006:182) 
mendeskripsikan aspek jaminan yaitu meliputi 
pengetahuan pegawai, keramah tamahan, 
perhatian dan kesopanan dalam memberikan 
informasi, sehingga akan menimbulkan 
keamanan dan akan menanamkan kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah, sifat dapat 
dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari 
bahaya, resiko atau pun keraguan. 
Pengetahuan, dan kesopansantunan para 
pegawai dapat menumbuhkan rasa keyakinan 
masyarakat kepada pegawai. Selanjutnya, 
menurut Kotler dan Keller (2009:52) 
mendefinisikan keyakinan dalam Assurance 
adalah pengetahuan terhadap pelayanan yang 
diberikan secara tepat, kesopansantunan 
pegawai dalam memberi pelayanan, 
melahirkan kemampuan dalam menanamkan 
kepercayaan dan keyakinan masyarakat 
terhadap dokumen yang akan mereka urus. 
Dari pendapat tersebut dapat dikatakan 
bahwa Assurance yang mencakup 
keterampilan para pegawai dalam melayani 
pengurusan SIUP  yang berlandas etika para 
pegawai Perizinan, jaminan keamanan dari 
pegawai pada masyarakat saat berkunjung ke 
kantor. Adanya jaminan keamanan, keramahan 
serta sopan santun yang diberikan oleh 
pegawai akan membuat masyarakat merasa 
aman dan tanpa ada rasa ragu-ragu untuk 
melakukan aktivitas jasa. 
Di samping itu jaminan akan 
berpengaruh pada kepuasan masyarakat karena 
apa yang diinginkan masyarakat dapat 
dipenuhi oleh pemberi pelayanan yaitu dengan 
pengetahuan dan ketrampilan, Kesopanan dan 
keramahan dari pegawai akan membuat 
masyarakat merasa dihargai sehingga mereka 
puas dengan pelayanan yang diberikan. 
Hubungan jaminan dengan kualitas pelayanan 
adalah jaminan mempunyai pengaruh positif 
terhadap keberhasilan kualitas pelayanan. 
Semakin baik persepsi masyarakat terhadap 
jaminan yang diberikan oleh Badan Pelayanan 
Perizinan maka nilai pelayanan juga akan 
semakin tinggi/berkualitas. Dan jika persepsi 
masyarakat terhadap jaminan yang diberikan 
buruk maka kepuasan masyarakat juga akan 
semakin rendah. 
Hubungan jaminan dengan kualitas 
pelayanan adalah jaminan mempunyai 
pengaruh positif terhadap keberhasilan kualitas 
pelayanan. Semakin baik persepsi masyarakat 
terhadap jaminan yang diberikan oleh Badan 
Pelayanan Perizinan maka nilai pelayanan juga 
akan semakin tinggi/berkualitas. Dan 
jika persepsi masyarakat terhadap jaminan 
yang diberikan buruk maka kepuasan 
masyarakat juga akan semakin rendah. 
Gambaran yang didapatkan penulis 
secara keseluruhan, bahwa dari indikator 
assurance terkait dengan  sikap sopan, ramah 
dan tutur kata dalam memberikan pelayanan 
selalu di tunjukan pegawai di Pelayanan 
Perizinan Kabupaten Donggala sudah 




melakukan pelayanan dengan baik, dengan 
menunjukkan perilaku yang sopan dan ramah 
terhadap masyarakat yang datang mengusus 
Dokumen SIUP. 
Seperti pendapat yang di kemukakan 
Gaspersz (2008:2), “Atribut atau dimensi yang 
harus diperhatikan dalam perbaikan kualitas 
pelayanan antara lain kesopanan dan 
keramahan dalam memberikan pelayanan 
khususnya pada interaksi langsung. Pada 
interaksi langsung, komunikasi antara petugas 
dan warga masyarakat sangat penting sekali 
untuk membina hubungan yang baik antara 
pemberi pelayanan dengan penerima 
pelayanan. Alangkah baiknya dalam memberi 
komunikasi dilandaskan dengan tutur kata 
yang baik dan sikap ramah serta sopan dari 
para pegawai. Harapan yang di kemukakan 
dalam teori tersebut pegawai dalam melayani 
masyarakat di nilai baik karena sepenuhnya 
menunjukan sikap sopan dan ramah dalam 
melayani masyarakat. 
Kualitas pelayanan pembuatan SIUP 
juga dapat di ketahui dari Pengetahuan 
pegawai yang menjadi aspek yang penting 
dalam memberikan pelayanan terutama dalam 
fokus pengurusan Pembuatan SIUP. 
Pengetahuan yang baik dapat memberikan 
kontribusi terhadap kepercayaan yang timbul 
dari masyarakat. Dalam mewujudkan kualitas 
pelayanan terutama dalam dimensi jaminan, 
aspek pengetahuan yang dimiliki pegawai 
Bidang Pelayanan Perizinan harus 
ditingkatkan. 
Gambaran yang didapatkan penulis 
secara keseluruhan dari indikator assurance 
dilihat dari pengetahuan pegawai dalam 
memberikan  pelayanan pembuatan SIUP dari 
pengetahuan pegawai dalam memberikan 
pelayanan bekerja dengan baik, karena 
pegawai telah memperoleh pengetahuan 
melalui pelatihan dan memiliki pengetahuan 
yang baik di bidangnya, selain itu pengetahuan 
juga didapatkan dari rutinitas mereka sebagai 
pemberi pelayanan perizinan. mengingat 
pengurusan perizinan merupakan hal yang 
sangat penting bagi masyarakat. 
Jaminan akan berpengaruh pada 
kepuasan masyarakat karena apa yang 
diinginkan masyarakat dapat dipenuhi oleh 
pemberi pelayanan yaitu dengan pengetahuan 
dan ketrampilan dari pegawai tersebut. 
Hubungan jaminan dengan kualitas pelayanan 
adalah jaminan mempunyai pengaruh positif 
terhadap keberhasilan kualitas pelayanan. 
Semakin baik persepsi masyarakat terhadap 
jaminan yang diberikan maka nilai pelayanan 
juga akan semakin tinggi/berkualitas. Dan 
jika persepsi masyarakat terhadap jaminan 
yang diberikan buruk maka kepuasan 
masyarakat juga akan semakin rendah. 
 
Empathy (Empati) 
Dimensi Empathy adalah kepedulian dan 
perhatian terhadap pengguna layanan secara 
individu yang diberikan oleh pihak 
penyelenggara pelayanan. Setiap kegiatan/ 
aktifitas pelayanan memerlukan adanya 
pemahaman dan pengertian dalam 
kebersamaan, asumsi, atau kepentingan 
terhadap suatu hal yang berkaitan dengan 
pelayanan. Pelayan akan berjalan dengan 
lancar dan berkualitas apabila setiap pihak 
yang berkepentingan memiliki adanya rasa 
empati (empathy) dalam menyelesaikan atau 
mengurus dan memiliki komitmen yang sama 
terhadap pelayanan. Pihak yang memberikan 
pelayanan harus memiliki rasa empati dalam 
memahami masalah dari pihak yang ingin 
dilayani, pihak yang dilayani seyogyanya juga 
memahami keterbatasan dan kemampuan 
orang yang melayani sehingga timbul 
keterpaduan antara pihak yang melayani dan 
dilayani memiliki perasaan yang sama. Artinya 
setiap bentuk pelayanan yang diberikan 
kepada orang yang dilayani diperlukan adanya 
empati terhadap berbagai masalah yang 
dihadapi orang yang membutuhkan pelayanan. 
Pihak yang menginginkan pelayanan 
membutuhkan adanya rasa kepedulian atas 
segala bentuk pengurusan pelayanan dengan 
merasakan dan memahami kebutuhan tuntutan 
pelayanan yang cepat, mengerti berbagai 
bentuk perubahan pelayanan yang 
34 e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 11, November 2017 hlm 25-35                  ISSN: 2302-2019 
 
menyebabkan adanya keluh kesah dari bentuk 
pelayanan, sehingga pelayanan tersebut 
berjalan sesuai dengan aktifitas yang 
diinginkan. Dengan adanya perhatian khusus 
dan komunikasi yang baik dari pegawai 
dengan masyarakat akan melahirkan pelayanan 
yang berkualitas, karena pengguna layanan 
akan merasa diperhatikan oleh pemberi 
pelayanan yaitu apa yang dibutuhkan dan 
dikeluhkannya ditanggapi secara baik 
oleh pihak pelayan. Tentunya Pegawai BPPT-
PM Kab. Donggala selaku pemberi pelayanan 
harus memiliki sikap empati kepada 
masyarakat sehingga terwujudnya kualitas 
pelayanan dari dimensi ini dapat menunjang 
dalam tujuan organisasi itu sendiri, oleh sebab 
itu indikator yang dapat diukur dari empathy 
adalah keadilan yang diberikan kepada 
masyarakat yang melakukan pengurusan 
perizinan SIUP serta perhatian individu dan 
usaha mengetahui keinginan dan merasakan 
apa yang dialami oleh pengurus perizinan 
SIUP.  
Gambaran yang didapatkan penulis 
secara keseluruhan, bahwa dari indikator 
empati dalam pelayanan SIUP dapat dikatakan 
dalam posisi memuaskan atau sudah sesuai 
dengan harapan pemohon ini ditunjukkan oleh 
pegawai pada BPPT-PM Kabupaten Donggala 
dengan sikap yang adil dalam melayani 
masyarakat tanpa membeda-bedakan keluarga 
dekat atau orang lain semuanya melalui 
tahapan proses baik itu kelengkapan berkas 
persyaratan sampai pembuatan surat izin usaha 
perdagangan (SIUP). 
Menurut peneliti pegawai pada 
pelayanan Perizinan Kabupaten Donggala 
dalam melayani masyarakat sebagai pemohon 
pembuatan perizinan SIUP sudah 
mengupayakan pelayanan yang adil sesuai 
dengan aturan prosedur yang ada dan tidak 
membeda-bedakan antara satu dengan yang 
lainnya sepanjang berkas persyaratan telah 
memenuhi syarat dengan baik dan lengkap 
maka proses pengerjaan sampai pada 
penerbitan SIUP akan di proses sebagaimana 
mestinya.  
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  
 
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kualitas pelayanan pembuatan Surat 
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada BPPT-
PM Kabupaten Donggala, belum maksimal, 
yaitu: 
Pertama; dimensi tangibles, yaitu  
sarana dan prasarana penunjang  yang belum 
memadai seperti kurangnya jumlah komputer 
dan printer perlengkapan tersebut sangat 
berperan dalam proses pencetakan surat izin 
sehingga perlu untuk dipenuhi dan perlu 
adanya penataan area parkir guna 
memudahkan masyarakat dalam pengurusan 
izin. Tetapi apabila dilihat dari segi 
penampilan, kerapihan aparat sudah cukup 
baik.  
Kedua; dimensi reliabillity, yaitu 
kemampuan aparat menggunakan alat bantu 
sudah  baik. Namun dari segi ketepatan waktu 
penyelesaian SIUP belum sesuai dengan 
harapan masyarakat atau belum sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. 
Ketiga; dimensi responsiveness, yaitu 
respon aparat sudah cukup baik dalam 
memberikan informasi, tetapi ketanggapan 
pegawai yang kurang cepat dan tanggap 
terhadap keluhan masyarakat ini disebabkan 
seringnya petugas pelayanan datang terlambat. 
Keempat; dimensi assurance, yaitu 
menunjukan sikap sopan dan ramah yang 
diberikan aparat kepada para pemohon sangat 
baik. Sedangkan terkait dengan jaminan atas 
pengetahuan menunjukkan pengetahuan yang 
baik di bidangnya.  
Kelima; dimensi emphaty, yaitu 
pelayanan yang diberikan aparat BPPT-PM 
sudah sesuai dengan harapan pemohon, karena 
menunjukkan sikap yang adil dalam melayani 
masyarakat tanpa membeda-bedakan keluarga 
dekat atau orang lain semuanya melalui 
tahapan proses baik itu kelengkapan berkas 
persyaratan sampai pembuatan SIUP.  
 





Berdasarkan hasil penelitian dan 
kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan 
rekomendasi terkait kualitas pelayanan 
pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP) pada Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal (BPT-PM) 
Kabupaten Donggala, yaitu sebagai berikut: 
1. Diharapkan Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Donggala menyediakan sarana penunjang 
yang lebih memadai yang menjadi 
kebutuhan masyarakat, seperti penambahan 
komputer dan printer serta penataan area 
parkir serta petunjuk area parkir untuk 
pemohon izin khususnya kenderaan roda 
empat guna memudahkan masyarakat dalam 
pengurusan pembuatan SIUP.  
2. Diharapkan pelayanan yang diberikan 
kepada pemohon, terkait waktu tunggu 
penyelesaian dokumen SIUP mengacu pada 
standar operasional prosedur (SOP) dan 
tidak melebih dari waktu yang telah 
ditentukan. 
3. Diharapkan lebih meningkatkan 
kedisiplinan pegawai dalam melayani sesuai 
wakyu yang ditentukan sehinga pengurus 
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